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RINGKASAN

Dasar hukum Jaminan Kesehatan, telah dimandatkan dalam UUD-RI Tahun 1945
Pasal 28 H ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat” Selanjutnya, dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang
dalam UUD-RI Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (2), menyebutkan bahwa “negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi
kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan amanat Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia
membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN diselenggarakan dengan
menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Program Jaminan Kesehatan Nasional yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini masih ditemukan permasalahan-
permasalahan dalam perlindungan hukum sehingga masyarakat merasa tidak
mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung
dirugikan.

Dari sisi tata kelola, pengelolaan JKN membutuhkan perbaikan dengan cara
memperkuat fungsi kontrol Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai
pengawas BPJS Kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung
ke Presiden. Hal ini dalam operasionalisasinya melemahkan posisi DJSN yang
seharusnya menjadi lembaga yang berwenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas
BPJS Kesehatan secara langsung.

Mencermati kondisi yang ada dalam penerapan Program jaminan kesehatan di
Indonesia dalam hal ini program BPJS, maka peran pemerintah menjadi sentral
untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam kaitan ini, masyarakat sebagai
subyek pelayanan kesehatan adalah salah satu kelompok yang terkena langsung
dengan dibentuknya BPJS Kesehatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan
merupakan bagian yang terintegrasi dengan fungsi pelayanan kesehatan, namun



persoalan perlindungan hukum merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk
memberikan alas hak yang proporsional bagi masyarakat sebagai subyek hukum,
termasuk didalamnya adalah persoalan bentuk pengawasan, pembinaan dan
penerapan sanksi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas
jaminan kesehatan yang diberikan.
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan
perlindungan hukum peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh
BPJS Kesehatan dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan
hak masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS
Kesehatan.
Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif
(metode penelitian hukum normatif), yang artinya pendekatan yang dilakukan
dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini atau pendekatan
perundang-undangan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh
karena itu perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur,
baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1. Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) Kesehatan memberikan dua
Perlindungan hukum kepada pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan yaitu
perlindungan hukum preventif dengan memberitahukan hak-hak yang
didapatkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan perlindungan hukum represif
yaitu peserta diberikan hak untuk melakukan pengaduan, menyampaikan
keluhan, serta menuntut dan meminta ganti rugi kepada fasilitas kesehatan jika
terdapat pelanggaran atau diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.

2. Hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan tidak hanya diperhatikan
dari aspek kepesertaannya, akan tetapi dipandang sebagai pasien dalam
memanfaatkan fasilitas kesehatan yang seharusnya dilihat dari sudut pandang
hak asasi manusia dalam memenuhi hak-haknya. Seperti halnya dengan hak,
pasien tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi guna
untuk tercapainya kesembuhan dan sebagai keseimbangan dari hak-hak yang
telah diperolehnya.
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ABSTRAK
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Masyarakat, JKN, BPJS

Perlindungan hukum dan hak-hak Masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional
melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah mengeluarkan UndangUndang
Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan dua Badan Usaha Milik Negara yaitu PT
Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) diubah menjadi Badan Layanan Publik
untuk melaksanakan lima program yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 yaitu program Jaminan Kesehatan bagi BPJS Kesehatan dan program
lainnya diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Rumah Sakit dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS terkendala pada belum terpenuhinya
sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku. Masih terbatasnya
ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai. Ketentuan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa bagi para pihak yang merasa
di rugikan dan pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit pengendalian
mutu, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi
yang dibuat secara tertulis, bersifat final dan mengikat. Pada pengaduan tidak dapat
diselesaikan oleh pengendalian mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta
melalui mekanisme mediasi, maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah
tempat tinggal pemohon.

Hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan tidak hanya diperhatikan dari
aspek kepesertaannya, akan tetapi dipandang sebagai pasien dalam
memanfaatkan fasilitas kesehatan yang seharusnya dilihat dari sudut pandang hak
asasi manusia dalam memenuhi hak-haknya. Seperti halnya dengan hak, pasien
tentu  mempunyai  kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi guna untuk
tercapainya kesembuhan dan sebagai keseimbangan dari hak-hak yang telah
diperolehnya.
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ABSTRACT

Keywords: Legal Protection, Community Rights, JKN, BPJS

The legal protection of Public' rights participating in the Health Social Security
Administering Board (BPJS), in obtaining government health services, issued Law
Number 24 of 2011 stipulating two State-Owned Enterprises namely PT Askes
(Persero) and PT Jamsostek (Persero) to be changed in form became a Public
Service Agency to carry out five programs mandated by Law Number 40 of 2004,
namely the Health Insurance program for Health BPJS and other programs
submitted to BPJS Employment. Hospitals in providing health services to BPJS
participants are constrained by the unmet fulfillment of facilities and infrastructure
in accordance with applicable standards and the non-fulfillment / availability of
consumable medicines and medical materials needed. The provision of Article 49
of Law Number 24 Year 2011 states that for those parties who feel disadvantaged
and their complaints cannot be resolved by the quality control unit, dispute
resolution can be done through a mediation mechanism. Settlement agreements
through mediation must be in writing, final and binding. In the case of complaints
that cannot be resolved by controlling the quality of services and handling
complaints by participants through the unfinished mechanism of dispute resolution,
it can be submitted to the District Court in the area where the applicant lives.

The rights and obligations of health insurance participants are not only considered
from the aspect of their participation, but are seen as patients in utilizing health
facilities which should be seen from a human rights perspective in fulfilling their
rights. As with rights, patients certainly have obligations that must be fulfilled in
order to achieve healing and as a balance of the rights they have obtained.
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